
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE 

NOMOR 4 TAHUN 2021 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA 

KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 
DI FASILITAS KESEHATAN TING KAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ KEPULAUAN SANGIHE, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 21  Tahun 2016 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan 
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, telah 
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan dan Pemanfaatan 
Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan 
Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; 

b. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 19 
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 
Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non 
Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kepulauan Sangihe, tidak sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu 
dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 
Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 
Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non 
Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama MjJik Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kepulauan Sangihe; j 
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Mengingat: 1 .  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Undang 
Undang Nornor 12 Tahun 2 0 1 1  ten tang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2 0 1 1  tentang Badan 
Penyelenggara Jarninan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 1 1 6 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud 
menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5557); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9 . Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat / 
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Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8 1 ) ;  

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2011  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 1  Nomor 310) ;  

12.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71  Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21  Tahun 2016 tentang 
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 
Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya 
Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 761);  

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang 
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kesehatan (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) ;  

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) / sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
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Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor l) ;  

18. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan dan 
Pemanfaatan Dana kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 
(Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 
Nomor 19). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 
2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN 
PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASl DAN NON 
KAP!TASI PROGRAM JAM!NAN KESEHATAN NASIONAL DI 
FASIL!TAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MlL!K 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 19 
Tahun 2019 ten tang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan dan 
Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan 
Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah 
Kabupaten Kepulauan Sangihe (Serita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe 
Tahun 2019 Nomor 19) diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. 

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe. 

4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan 
Daerah dibidang Kesehatan. 

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan 
Pemerintahan Daerah dibidang Kesehatan. 

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah Kepala Sadan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan 
Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, 
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah 
pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUD./ 
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8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja 
program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 
penyusunan anggran pendapatan dan belanja Daerah. 

9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

10. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan 
fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

1 1 .  Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar 
dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa 
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang 
diberikan. 

12.  Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS 
Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan 
jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 

13. Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jarninan Kesehatan 
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pegawai 
Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, 
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi. 

14. Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi adalah tata cara 
Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 
Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama dari BPJS Kesehatan. 

15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
17.  Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih. 
18. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan 

uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada 
bank yang ditetapkan. 

19. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah 
Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh 
manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi 
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang 
telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 

20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS 
adalah Badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan 
program jaminan kesehatan. 

2 1 .  Juran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan 
secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah untuk 
program jaminan kesehatan. / 
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22. Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut 
PB! Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu 
sebagai pesertajaminan kesehatan. 

23. Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang, termasuk orang asing 
yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah 
membayar iuran. 

24. Peserta bukan pekerja dan peserta lainnya adalah individu yang 
mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai peserta kepada BPJS 
Kesehatan. 

25. Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi adalah tata cara 
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban 
Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama dari BPJS Kesehatan. 

26. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang 
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik 
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau rnasyarakat. 

27. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP 
adalah Fasilitas Pemerintah Daerah yang melakukan pelayanan 
kesehatan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, 
diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan 
lainnya. 

28. FKTP Rawat Jalan Tingkat Pertama selanjutnya disebut FKTP RJTP 
adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan tenaga medis di FKTP 
dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan/atau pelayanan 
kesehatan yang bersifat umum lainnya. 

29. FKTP Rawat !nap Tingkat Pertama selanjutnya disebut FKTP RITP 
adalah pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan oleh 
tenaga medis di FKTP rawat inap dalam rangka observasi, diagnosis, 
pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan yang bersifat umum 
lainnya. 

30. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan 
perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan 
rawat jalan dan rawat inap. 

3 1 .  Pelayanan langsung adalah pelayanan yang langsung diberikan oleh 
tenaga Medis maupun Para Medis di FKTP dan Jaringannya. 

32. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen 
perjanjian yang ditanda tangani oleh Bupati dengan kepala BPJS 
Kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. 

33. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan adalah semua fasilitas kesehatan 
yang menjalin kerjasama dengan BPJS kesehatan baik fasilitas 
Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan Swasta. 

34. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan 
kesehatan Rumah Sakit dan FKTP serta jaringannya atas pelayanan 
dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, 
diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/ atau 
pelayanan kesehatan lainnya. 

35. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh 
pelayanan kesehatan. / 
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36. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan 
melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara 
lain Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, Tenaga Non Medis/Tenaga 
Penunjang Medis, dan Asisten Tenaga Kesehatan. 

37. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi 
spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam 
maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia. 

38. Paramedis adalah Perawat atau Bidan yang telah lulus ujian 
pendidikan di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

39. Tenaga Kesehatan Non Medis/Penunjang Medis adalah petugas yang 
bekerja di sarana kesehatan untuk menunjang pelayanan yang terdiri 
dari petugas apotik, petugas kesehatan masyarakat, petugas kesehatan 
lingkungan, petugas gizi, petugas laboratorium, asisten tenaga 
kesehatan, dan lain-lain. 

40. Program adalah alat manajemen untuk melakukan pemantauan 
kesehatan disuatu wilayah kerja secara terus menerus, agar dapat 
dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat yang terdiri atas program 
imunisasi, surveilans epidemiologi, TB Paru, kusta, !SPA, diare, 
cacingan, filariasis, malaria, hepatitis, pengendalian penyakit tidak 
menular, demam berdarah, campak, rabies, HIV/ AIDS, kesehatan ibu, 
kesehatan anak, gizi, promosi kesehatan, kesehatan kerja, kesehatan 
olah raga, kesehatan lansia, UKS, SP2TP, kesehatan haji, kesehatan 
jiwa, kesehatan tradisional, kesehatan gigi mulut, kesehatan mata, 
perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, P-care dan 
lain-lain. 

4 1 .  Kepala FKTP adalah Penanggung jawab pembangunan kesehatan di 
tingkat Kecamatan. 

42. Operasional dan Manajemen adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam 
pelaksanaan dan pengendalian pelayanan kesehatan. 

43. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang 
selanjutnya disingkat SP3B adalah surat permintaan persetujuan 
pengesahan pendapatan dan belanja kepada PPKD untuk 
mengesahkan pendapatan dan/atau belanja FKTP. 

44. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disingkat 
SP2B adalah surat yang diterbitkan oleh PPKD yang bertindak sebagai 
BUD untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja FKTP 
berdasarkan SP3B. 

45. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 
adalah surat yang dikeluarkan oleh PPKA untuk mencairkan Dana 
lewat Bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD./ 
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2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 7 

(1)  Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1 )  huruf a, dimanfaatkan 
untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan 
dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP. 

(2) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  meliputi: 
a. Pegawai Negeri Sipil; 
b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan 
c. Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan . 

(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada Tenaga Kesehatan dan 
Tenaga Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel : 
a. Jenis ketenagaan dan/ atau jabatan; dan 
b. Kehadiran. 

(4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut: 
a. Tenaga Medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh); 
b. Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan (Ners), diberi 

nilai 100 (seratus); 
c. Tenaga Kesehatan berpendidikan paling rendah Sl/04, diberi nilai 

80 (delapan puluh); 
d. Tenaga Kesehatan berpendidikan 03, diberi nilai 60 (enam puluh); 
e. Tenaga Non Kesehatan berpendidikan paling rendah D3, atau 

asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan 
f. Tenaga Non Kesehatan berpendidikan dibawah D3, diberi nilai 25 

(dua puluh lima). 

(5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang merangkap tugas 
administratif diberi nilai sebagai berikut: 
a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas 

sebagai kepala FKTP; 
b. tambahan nilai 50 (lirna puluh), untuk tenaga yang merangkap 

tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan 
c. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang rnerangkap 

tugas sebagai Kepala Tata U saha atau penanggung jawab 
penatausahaan keuangan. / 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini .9engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan 
Sangihe./ 

Ditetapkan di Tahuna 
pada tanggal, 1 yaret 2021 

Diundangkan di Tahuna 
pada tanggal, 1 Maret 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE, 

MELANCHTON HARRY WOLFF 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2021 

NOMOR 4 


